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Tempat tinggal    : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;  
Agama         : Islam;  
Pekerjaan       : Mengurus Rumah Tangga;  

XII Nama lengkap     : Irna Binti Ledeng;  
Tempat lahir     : Makassar;  
Umur/tanggal lahir  : 32 Tahun / 31 Desember 1987;  
Jenis Kelamin     : Perempuan;  
Kebangsaan      : Indonesia;  
Tempat tinggal    : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;  
Agama         : Islam;  
Pekerjaan       : Mengurus Rumah Tangga;  
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XIII Nama lengkap     : Joharia Binti Nasir Hatu Alias Joha;  
Tempat lahir     : Makassar;  
Umur/tanggal lahir  : 21 Tahun / 29 Mei 1999;  
Jenis Kelamin     : Perempuan;  
Kebangsaan      : Indonesia;  
Tempat tinggal    : Jl. Rajawali 1 LR 13 B Kota Makassar;  
Agama         : Islam;  
Pekerjaan       : Pelajar;  

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAHMAN alias 0G. TOJENG, SYAFRI 
AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, 
IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR 0G. TIKA, ANDI YUSUF alias UCU 
bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI DG. JINNE, 
HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA 
binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA telah terbukti 
secara sah dan meyakmnkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak 
mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan" sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU R.l Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan 
dakwaan ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa AHMAD RAHMAN alias DG. 
TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARtS bin ARIFIN 
alias BOJES, IRWAN 0G. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. TIKA, ANDI 
YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI 0G. NGERANG bin NUHUNG, 
MURNlATl 0G. JINNE, HAMANSIAH alias 0G. JIME, PUTRI alias PUPUT, 
BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU 
alias JOHA dengan pidana penjana masing-masing selama 5 (jima) bulan 
dengan masa percobaan I (satu) tahun, dikunangi selama para terdakwa 
benada dalam masa tahanan sementana;

3. Memenintahkan agar Terdakwa AHMAD RAHMAN alias 0G. TOJENG, 
SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias 0G. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias 
BOJES, IRWAN 0G. JARRE, MUHAMMAD TAHIR 0G. TIKA, ANDI YUSUF 
alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI 0G. NGERANG bin NUHUNG, 
HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI 0G. JAJA, lRNA 
binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias JOHA segera 
dikeluarkan dani tahanan sementana;

4. Menyatakan banang bukti berupa:
- 1 (satu) buah flash disk kapasitas 4 GB Merek Toshiba warna putih 

benisikan file Rekaman CCTV ruangan RS Labuang Baji;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) pasang baju gamis benawarna kuning tua;
- 1 (satu) lembar jaket panasut berwarna hijau dengan bordir bertuliskan 

"DERWENT" dibagian dada kiri;
- 1 (satu) lembar jaket berbahan kain wanna hitam dengan cmi khusus yakni 

lambang ganuda di bagman dada kanan, papan nama bertuliskan "APKAN 
ALIANSI PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA" di bagian dada kin 
dan tulisan DEWAN PIMPINAN PUSAT serta logo "ALIANSI PEMANTAU 
KINERJA APARATUR NEGARA-APKIN" di lengan kin;

- 1 (satu) jilbab jilbab uku ran besar wanna kuning tosca;
- 1 (satu) lembar daster batik dengan motif benwanna kuning tosca, ungu 

dan binu.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru gelap dengan motif bunga 

dibagian dada kin.
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- 1 (satu) lembar cardigan warna biru gelap.
- 1 (satu) lembar lembar celana jeans ukuran % warna hitam.
- 1 (satu) lembar kemeja perempuan warna hijau gelap.
- 1 (satu) lembar celana berbahan karet warna hitam.
- 1 (satu) lembar daster batik corak warna cokiat.
- 1 (satu) lembar jaket sweater model hoodie warna merah maron;
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada 
pokoknya menyatakantidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan 
hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana dalam dakwaan 
Penuntut Umum yang disusun secara alternative sebagai berikut:
Pertama:
Bahwa para Terdakwa, pada hariJumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempatdi 
ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
“Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan seorang pejabat yang 
sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-
undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,Paksaan 
dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan pasal 212, jika dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan para terdakwa 
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwaberawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita 
Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji Makassar 
dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan perawatan di IGD,
selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Lk. 
MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi Covid RSUD Labuang 
Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Lk. MUHAMMAD 
YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa 
seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang 
menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi 
pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke ruang IGD lalu 
ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. MUHAMMAD 
YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, Makassar.

- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, 
terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut 
(MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H.ILMANSYAH S. Kep., H. SUWARDI 
S.Kep.)tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa 
karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang.

- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah 
menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan dengan 
protokol Covid 19.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit covid 
19, yang mana Covid 1 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai 
pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 
KUHP;
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Atau,
Kedua:
Bahwa para Terdakwa, pada hariJumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempatdi 
ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan 
perbuatan secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan 
memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,
yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 
Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji 
Makassar dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan 
perawatan di IGD, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar 
pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi 
Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 
09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa 
seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang 
yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat 
memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke 
ruang IGD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. 
MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, 
Makassar.

- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, 
terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut 
(MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. 
SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh 
para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) 
Orang. 

- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah 
menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan 
dengan protokol Covid 19.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit 
covid 19, yang mana Covid 19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
sebagaipandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 
ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau,
Ketiga:
Bahwa para Terdakwa, pada hariJumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempatdi 
ruangan 05 (kosong lima) Isolasi Covid 19 Baji Kamase Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan 
perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan 
atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 
Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan diri di RSUD Labuang Baji 
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Makassar dan mengeluh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan 
perawatan di IGD, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar 
pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi 
Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 
09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan atau memaksa 
seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang 
yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat 
memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke 
ruang IGD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Alm. 
MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, 
Makassar.

- Bahwa pada saat pengambilan paksa jenazah Alm. MUHAMMAD YUNUS, 
terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas tersebut 
(MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. 
SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghalau perbuatan yang dilakukan oleh 
para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) 
Orang. 

- Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebelumnya telah 
menyetujui jika penanganan Alm. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan 
dengan protokol Covid 19.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berpotensi orang lain terjangkit 
covid 19, yang mana Covid 19 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
sebagai pandemik yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat.

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 
UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP;

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan yang berbentuk alternatif berupa:
Pertama : Pasal 214 KUHP;
Atau, 
Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau,
Ketiga : Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwan alternatif 

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas 
memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 93 
UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau 

menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan 
perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
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Ad.1 Unsur“Setiap orang”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum 

Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang didakwa 
telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini 
adalah Para Terdakwa AHMAD RAHMAN alias DG. TOJENG, SYAFRI 
AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS bin ARIFIN alias BOJES, 
IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. TIKA, ANDI YUSUF alias 
UCU bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin NUHUNG, MURNIATI 
DG. JINNE, HAMANSIAH alias DG. JIME, PUTRI alias PUPUT, BAYANI 
DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti NASIR HATU alias 
JOHA, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim 
ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai 
orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan 
kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan 
kedaruratan kesehatan masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, 
petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta 
hukum bahwa para Terdakwa, pada hari Jumat tanggai 05 Juni 2020 sekitar 
Pukul 10.00 Wita bertempat di ruangan 05 (kosong lima) lsolasi Covid 19 
Baji Kamase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Kota 
Makassar, "tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan 
atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat". Berawal pada Han Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 
22.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS melaporkan din di RSUD Labuang Baji 
Makassar dan mengeiuh adanya sesak nafas, kemudian dilakukan 
perawatan di GD, selanjutnya pada han Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar 
pukul 16.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dipindahkan ke ruangan isolasi 
Covid RSUD Labuang Baji dan pada tanggai 05 Juni 2020 sekitar pukul 
09.00 Wita Lk. MUHAMMAD YUNUS dinyatakan telah meninggal dunia;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para 
terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan atau 
memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau 
orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat 
memberi pertolongan kepadanya dengan cara para Terdakwa masuk ke 
ruang GD lalu ke ruang isolasi covid 19 dan mengambil paksa jenazah Aim. 
MUHAMMAD YUNUS kemudian dibawa ke rumah duka Jl. Rajawali I Lr. 13, 
Makassar;

Bahwa pada saat pengambiian paksa jenazah Aim. MUHAMMAD 
YUNUS, terdapat petugas RSUD Labuang Baji, Makassar dimana petugas 
tersebut (MAHYUDIN, ABDUL GAFFAR RAHIM, H. ILMANSYAH S. Kep., H. 
SUWARDI S.Kep.) tidak bisa menghaiau perbuatan yang dilakukan oleh 
para terdakwa karena melibatkan massa kurang lebih 200 (dua ratus) Orang. 
Bahwa pihak keluarga Alm. MUHAMMAD YUNUS sebeiumnya teiah 
menyetujui jika penanganan Aim. MUHAMMAD YUNUS dilaksanakan 
dengan protokol Covid 19. Dimana akibat perbuatan para terdakwa 
berpotensi orang lain terjangkit covid 19, yang mana Covid 19 teiah 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pandemik yang dapat 
mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tidak 
mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah terpenuhi;
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Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta 
melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di 
atas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AHMAD RAHMAN 
alias 0G. TOJENG, SYAFRI AMIRULLAH RAJAB alias DG. SAUNG, HARIS 
bin ARIFIN alias BOJES, IRWAN DG. JARRE, MUHAMMAD TAHIR DG. 
TIKA, ANDI YUSUF alias UCU bin SINAPUDE, RAMLI DG. NGERANG bin 
NUHUNG, MURNIATI 0G. JINNE, HAMANSIAH alias DG. JlME, PUTRI 
alias PUPUT, BAYANI DG. JAJA, IRNA binti LEDENG dan JOHARIA binti 
NASIR HATU alias JOHA secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mereka yang 
melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan 
perbuatan telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 93 UU 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekarantinaan kesehatan”;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan 
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat 
menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus 
pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar 
Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga 
tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus 
dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan 
berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal 
yang memberatkan maupun yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan:

§ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah;
Hal-hal yang meringankan:

§ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
§ Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
§ Para Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan 
sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya 
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan 
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilakssanakan 
setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan 
Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, 
oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, 
maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang 
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat,  Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
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D. Putusan

1. Menyatakan Para Terdakwa Ahmad Rahman alias Dg. Tojeng, Syafri 
Amirullah Rajab alias Dg. Saung, Haris bin Arifin alias Bojes, Irwan Dg. 
Jarre, Muhammad Tahir Dg. Tika, Andi Yusuf alias Ucu bin Sinapude, 
Ramli Dg. Ngerang bin Nuhung, Murniati Dg. Jinne, Hamansiah alias Dg. 
Jime, Putri alias Puput, Bayani Dg. Jaja, Irna binti Ledeng dan Joharia 
binti Nasir Hatu alias Joha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “kekarantinaan kesehatan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 4 
(empat) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu 
dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dalam tempo 8 (delapan ) bulan Para 
Terdakwa melakukan tindak pidana dan di jatuhi putusan lain;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 ( satu ) buah flash disk kapsitas 4 GB Merek Toshiba warna putih

berisikan file Rekaman CCTV ruangan RS Labuang Baji;
Tetap terlampir dalm bekas perkara;
- 1 ( satu ) pasang baju gamis berwrna kuning tua;
- 1 ( satu ) lembar baju jaket parasut berwarna hijau dengan 

bordir bertuliskan “ Derwent “ dibagian dada kiri;
- 1 ( satu ) lembar jaket berbahn kain warna hitam dengan cirri khusus yakni 

lambang garuda di bagian dada kanan, papan nama bertuliskan “ APKAN 
ALIANSI PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGAR “ di bagian dada 
kiri dan tulisan Dewan Pimpinan Pusat serta logo “ Aliansi Pemantau 
Kinerja Aparatur Negara-APKIN “ dilengan kiri;

- 1 ( satu ) jilbab ukuran besar warna kuning tosca;
- 1 ( satu ) lembar daster batik dengan motif berwarna kuning tosca, ungu 

dan biru;
- 1 ( satu ) lembar baju kaos oblong warna biru gelap dengan motif bunga 

dibagian dada kiri;
- 1 ( satu ) lembar cardigan warna biru gelap;
- 1 ( satu ) lembar celana jeans ukuran ¾ warna hitam;
- 1 ( satu ) lembar kemeja perempuan warna hijau gelap;
- 1 ( satu ) lembar celana berbahan karet warna hitam;
- 1 ( satu ) lembar daster batik corak warna coklat;
- 1 ( satu ) lembar jaket sweater model hoodie warna merah maron;
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkar sebesar Rp. 
5.000.(lima ribu rupiah);
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Lampiran 3:

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks

A. Profil Terdakwa

Terdakwa I:

1. Nama lengkap :  ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA.

2. Tempat Lahir :  Ujung Pandang

3. Umur/Tanggal lahir :  38 tahun/22 Juni 1982

4. Jenis kelamin :  Laki-laki

5. Kebangsaan :  Indonesia

6. Ag a m a :  Islam

7. Tempat tinggal : Taman Sudiang Indah Blok B1 No. 5 Kel. Pai

Kec. Biringkanaya Kota Makassar

8. Pendidikan :  S2

9. Pekerjaan :  Anggota DPRD Kota Makassar

Terdakwa II:

1. Nama lengkap :  ANDI NURRAHMAT

2. Tempat Lahir :  Ujung Pandang

3. Umur/Tanggal lahir :  44 tahun/14 Oktober 1975

4. Jenis kelamin :  Laki-laki

5. Kebangsaan :  Indonesia

6. Ag a m a :  Islam

7. Tempat tinggal : Jalan Taman Sudiang Indah Blok MA/13 Kel. 

Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota

Makassar 

8. Pendidikan :  D1

9. Pekerjaan :  Karyawan Swasta

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA bersalah 

melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan”dan menyatakan 

Terdakwa II ANDI NURRAHMAT bersalah melakukan tindak pidana 

“dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada 

waktu kejahatan Kekarantinaan Kesehatan dilakukan”sebagaimana dalam 

dakwaan Ketiga melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., 

MA dan terdakwa II ANDI NURRAHMAT dengan pidana penjara masing-

masing selama 5  (lima) Bulan dengan  masa percobaan selama 1 (satu) 

Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dokumen rekam medik atas nama CHAIDIR RASYID

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Pemeriksaan Swab pasien an. 

CHAIDIR RASYID 

- Surat Pernyataan yang bertanda tangan An. ANDI HADI IBRAHIM

BASO.

- BUAH Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di RSUD Daya Kota 

Makassar

”Masing-masing terlampir dalam berkas perkara”

- 1 (satu) Unit mobil ambulance warna primer, Nom Pol: DD 

ISUZU/NKKR55 CO E2-1 Jenis/Model: MB Bus Microbus Tahun 

pembuatan /Isi Silinder 2015 / 2271 cc, No Rangka:

MHCNKR55EFJ061945, No. Mesin M061945 atas nama  STNK: FITRI  

AMALIA beserta kunci mobilnya, 

“Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhakyaitu H. YASHIMURAH 

ABD. AZIS, Lc.”

- 1 (satu) buah rompi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO

- 1 (satu) buah topi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO

- “Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ANDI HADI 

IBRAHIM BASO”;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa melalui Penasihat 

Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah 

dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon hukuman yang seringan 

ringannya;

Telah pula mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan 

secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada 

tuntutannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke 

persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:
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PERTAMA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI 

NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 07.05 Wita, 

atau setidak –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 

2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di ruang 

ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di Jalan 

Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Makassar,dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, 

atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas 

permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, bila dilakukan 

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,dengan sengaja memberikan 

bantuanpada waktu kejahatan dilakukan, atau dengan sengaja memberikan 

kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan 

dilakukan,perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut:

§ Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita korban 

CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka matanya saat itu 

reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai ada gejala kaku, 

kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan melihat kondisi korban 

CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyarankan secara spontan untuk 

segera membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Daya Makassar dan 

menjamin kalau proses penanganannya tidak dilakukan secara prosedur 

protokol Covid-19, sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR 

RASYID masuk ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban 

bersama-sama Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah 

membawa korban ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk 

mendapatkan perawatan medis lebih lanjut

§ Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD 

tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Makassar 

dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP 

terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien 

CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan 

Laboratorium, Fotothorax  dan  Rapid Tes, kemudian  hasil Rapid Test 
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menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

§ Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan 

pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, Fotothorax 

dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya pasien CHAIDIR RASYID 

melakukan pemeriksaan Swab Test;

§ Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, 

pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.

§ Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak 

Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI 

HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien 

Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses 

pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan 

Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO  menolak aturan tersebut karena 

menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID 

belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan 

terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan 

langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon 

dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling 

cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;

§ Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, 

M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan 

memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap 

pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat 

islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan menuntut pihak 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar karena telah 

melanggar syariat Islam;
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§ Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi secara 

persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk tetap 

memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol Pemakaman 

Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyanggah 

dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab Test pasien 

CHADIR RASYID adalah negatif, kemudian dr. MUSBICHA meminta untuk 

menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk 

segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang 

jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta 

memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;

§ Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak 

menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa 

jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol 

Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan 

membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah 

CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak 

untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien 

CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan pada 

saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin mengambil 

jenazah CHAIDIR RASYID;

§ Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa 

pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu Terdakwa 

I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan ambulance 

yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang 

kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan komunikasi 

melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama 

M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir 

ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR 

RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan 
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diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis 

Kemerdekaan;

§ Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan 

terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT 

menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di 

parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) 

jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan 

kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR 

RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui 

pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar 

terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan 

menggunakan ambulance;

§ Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 

mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil  

terkonfirmasi Positif Covid-19;

§ Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager 

Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via 

telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi 

Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien 

CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positi Covid-19 dan meminta agar jenazah 

CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol 

Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada dimesjid untuk 

segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar 

Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid19 

untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.

§ Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. 

HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap menolak 
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untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan 

Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar.

§ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah 

CHAIDIR RASYID dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit 

Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk mengambil jenazah almarhum 

CHAIDIR RASYID yang telahdinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) 

berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) 

Makassar adalah perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang 

menjalankan tugas yang sah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 214 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

Atau,

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa II ANDI 

NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 07.05 Wita, 

atau setidak –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 

2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di ruang 

ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di Jalan 

Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, 

atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas 

permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, dengan sengaja 

memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau dengan sengaja 

memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan 

dilakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian kejadian sebagai 

berikut:

§ Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita 

korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka 

matanya saat itu reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai 

ada gejala kaku, kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI 

HADI IBRAHIM BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan 

melihat kondisi korban CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, 

sehingga pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menyarankan secara spontan untuk segera membawa ke rumah sakit 

terdekat yaitu RS Daya Makassar dan menjamin kalau proses 
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penanganannya tidak dilakukan secara prosedur protokol Covid-19, 

sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR RASYID masuk 

ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban bersama-sama 

Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah membawa korban ke 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk mendapatkan perawatan 

medis lebih lanjut.

§ Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD 

tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA 

Makassar dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap 

melakukan SOP terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan 

memasukkan pasien CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk 

melakukan pemeriksaan Laboratorium, Fotothorax  dan  Rapid Tes, 

kemudian  hasil Rapid Test menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan 

Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

§ Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil 

pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan 

laboratorium, Fotothorax dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya 

pasien CHAIDIR RASYID melakukan pemeriksaan Swab Test;

§ Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, 

pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.

§ Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak 

Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI 

HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien 

Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses 

pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan 

Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO  menolak aturan tersebut karena 

menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID 

belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan 

terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan 

langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon 

dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling 
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cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;

§ Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, 

M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan 

memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 

terhadap pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah 

melanggar syariat islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan 

menuntut pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar 

karena telah melanggar syariat Islam;

§ Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi 

secara persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk 

tetap memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol 

Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menyanggah dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab 

Test pasien CHADIR RASYID adalah negative, kemudian dr. MUSBICHA 

meminta untuk menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah 

diupayakan untuk segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan 

membawa pulang jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat 

jenazah serta memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;

§ Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak 

menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa 

jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol 

Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan 

membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah 

CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak 

untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien 

CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI 

HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan 
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pada saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin 

mengambil jenazah CHAIDIR RASYID;

§ Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa 

pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan 

ambulance yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR 

RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan 

komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance 

atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta 

kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah 

CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan 

akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan 

Perintis Kemerdekaan;

§ Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu 

dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI 

NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk 

menunggu di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, 

sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan 

menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa 

jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, 

selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah SakitUmum Daerah 

Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah 

duka dengan menggunakan ambulance;

§ Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 

mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil  

terkonfirmasi Positif Covid-19;

§ Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager 

Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via 

telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi 

Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien 

CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positi Covid-19 dan meminta agar jenazah 
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CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol 

Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada dimesjid untuk 

segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar 

Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid19 

untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.

§ Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar 

drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap 

menolak untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap 

memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota 

Makassar.

§ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah 

CHAIDIR RASYID dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit 

Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk mengambil jenazah almarhum 

CHAIDIR RASYID yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) 

berdasarkan hasil dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) 

Makassar adalah perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang 

menjalankan tugas yang sah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 212 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan terdakwa 

II ANDI NURRAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 

07.05 Wita, atau setidak –tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan 

Juni tahun 2020, bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) tepatnya di 

ruang ISOLASI Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar yang terletak di 

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14, Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar 

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tidak mematuhi kekarantinaan 

Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan 

sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja 

memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan 



Putusan Pengadilan

dilakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan uraian kejadian sebagai 

berikut:

§ Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita korban 

CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri dan saat dibuka matanya saat itu 

reaksi matanya tidak merespon dan juga mulutnya mulai ada gejala kaku, 

kemudian setelah shalat subuh datang Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO bersama jemaah masjid ke rumah korban dan melihat kondisi korban 

CHAIDIR RASYID sudah tidak sadarkan diri, sehingga pada saat itu 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyarankan secara spontan untuk 

segera membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Daya Makassar dan 

menjamin kalau proses penanganannya tidak dilakukan secara prosedur 

protokol Covid-19, sehingga pihak keluarga mau membawa pasien CHAIDIR 

RASYID masuk ke RS Daya Makassar, dan pada pukul 06.30, Isteri korban 

bersama-sama Terdakwa ANDI HADI IBRAHIM BASO dan jemaah 

membawa korban ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA untuk 

mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

§ Dan pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD 

tepatnya di ruang ISOLASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Makassar 

dan oleh pihak RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP 

terkait penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien 

CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan 

Laboratorium, Fotothorax  dan  Rapid Tes, kemudian  hasil Rapid Test 

menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP);

§ Bahwa pada saat itu Dr. MUSBICHA menghubungi Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan hasil pemeriksaan 

pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, Fotothorax 

dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya pasien CHAIDIR RASYID 

melakukan pemeriksaan Swab Test;

§ Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, 

pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia.

§ Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia, pihak 

Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I ANDI 

HADI IBRAHIM BASO bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien 

Dalam Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses 

pemulasaran dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan 
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Pasien CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa. Akan tetapi 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO  menolak aturan tersebut karena 

menurut Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO pasien CHAIDIR RASYID 

belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan 

terkonfirmasi Positif Covid-19, melihat kondisi tersebut pihak RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar melaporkan kepada Dirut RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes dan 

langsung menghubungi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon 

dengan menyampaikan bahwa hasil Swab Test bisa keluar dari BBLK paling 

cepat jam 18:00 sore atau 19:00 malam, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO tetap akan membawa jenazah pulang;

§ Bahwa melihat respon dari Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, Dirut 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar dr. ARDIN SANI, 

M.Kes melakukan upaya pendekatan persuasif dan edukasi kepada 

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO melalui media handphone dengan 

memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menolak proses pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap 

pasien CHAIDIR RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat 

islam dan massa akan datang kerumah sakit serta akan menuntut pihak 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar karena telah 

melanggar syariat Islam;

§ Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar juga memberikan edukasi secara 

persuasif kepada Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO untuk tetap 

memakamkan jenazah CHAIDIR RASYID dengan Protokol Pemakaman 

Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO menyanggah 

dr. MUSBICHA dengan tetap meyakinkan bahwa hasil Swab Test pasien 

CHADIR RASYID adalah negative, kemudian dr. MUSBICHA meminta untuk 

menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk 

segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

menolak permintaan dr. MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang 

jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah serta 

memakamkan jenazah tanpa Protokol Pemakaman Covid-19;

§ Bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA Kota Makassar tidak 

menyetujui saat Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO ingin membawa 

jenazah CHAIDIR RASYID pulang dengan tidak melakukan Protokol 

Pemakaman Covid-19, akan tetapi Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 
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tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan 

membuat surat pernyataan dan ditanda tangani oleh Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO yang secara garis besar menerangkan bahwa jenazah 

CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh karena itu menolak 

untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-19 dan Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO yang akan bertanggung jawab atas pasien 

CHADIR RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I ANDI HADI 

IBRAHIM BASO membawa jenazah CHADIRI RASYID dikarenakan pada 

saat itu Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO memaksa ingin mengambil 

jenazah CHAIDIR RASYID;

§ Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa 

pulang kerumah duka Terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu Terdakwa 

I ANDI HADI IBRAHIM BASO dalam pengurusan penyediaan ambulance 

yang akan digunakan untuk membawa jenazah CHAIDIR RASYID pulang 

kerumah duka. Terdakwa II ANDI NURRAHMAT melakukan komunikasi 

melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance atas nama 

M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta kepada Supir 

ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah CHAIDIR 

RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan akan 

diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan Perintis 

Kemerdekaan;

§ Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu dengan 

terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI NURRAHMAT 

menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk menunggu di 

parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) 

jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan menyampaikan 

kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah CHAIDIR 

RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya melalui 

pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar 

terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM 

BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan 

menggunakan ambulance;

§ Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 
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mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil  

terkonfirmasi Positif Covid-19;

§ Bahwa selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty Manager 

Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, M.A.R.S via 

telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-19 Provinsi 

Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga menghubungi Terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO via telepon dan menyampaikan bahwa pasien 

CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positi Covid-19 dan meminta agar jenazah 

CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol 

Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada dimesjid untuk 

segera dilakukan sholat jenazah. Kemudian, Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes meminta kembali agar 

Jenazah CHAIDIR RASYID tetap di masjid dan menunggu Satgas Covid19 

untuk dimakamkan di Macanda Kab. Gowa.

§ Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. 

HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO 

via telepon namun terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO tetap menolak 

untuk melaksanakan Protokol Pemakaman Covid-19 dan tetap memakamkan 

Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota Makassar.

§ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah 

CHAIDIR RASYID yang masuk  ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID dimana 

tindakannya tersebut telah menyalahi ketentuan Kekarantinaan Kesehatan 

dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya 

Kota Makassar, untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID yang 

telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, sehingga dalam 

penanganan pasien almarhum CHAIDIR RASYID harus dimakamkan secara 

prosedur Covid-19.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan dan/atau Keputusan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID 
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19) dan/atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Jo Pasal 56 

ke-1, ke-2 KUHP.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak 

mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. HASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sekarang ini di RSUD Daya Kota 

Makassar adalah sebagai Wadir Pelayanan Medis RSUD Kota Makassar 

yang bertanggung jawab mengkoordinir Bidang Pelayanan Medik, Bidang 

Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wita 

Saksi dihubungi oleh Direktur RSUD Kota Makassar yakni Dr. ARDIN 

SANI yang menyampaikan bahwa “ada pasien yang bernama CHAIDIR 

RASYID keluarga anggota dewan tolong di perhatikan”.

- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi IGD 

RSUD Daya Kota Makassar kemudian diangkat oleh perawat jaga yang 

bernama HALIMA selanjutnya Saksi menanyakan terkait kondisi pasien 

CHADIR RASYID kemudian perawat jaga mengatakan “kondisi pasien 

mengalami sesak nafas dan demam” kemudian perawat telah melakukan 

pemeriksaan Lab, Fotothorax, dan Rapid Test akan tetapi hasilnya belum 

keluar kemudian tidak lama kembali Saksi menghubungi perawat jaga 

kemudian perawat jaga menyampaikan bahwa hasil Rapid Test pasien 

CHAIDIR RASYID reaktif sehingga Saksi kembali melaporkan terkait 

hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID kepada Direktur RSUD Kota 

Makassar;

- Bahwa tanggapan Direktur RSUD Daya Kota Makassar setelah Saksi 

melaporkan bahwa hasil Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID yang 

reaktif yakni Direktur menyampaikan bahwa “nanti Saksi yang 

menghubungi Terdakwa I kemudian Direktur menyuruh Saksi juga untuk 

menghubungi Anggota Dewan tersebut;

- Bahwa tanggapan Terdakwa I setelah Saksi menyampaikan bahwa hasil 

Rapid Test pasien CHAIDIR RASYID yang reaktif yakni Terdakwa I “oh 
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masa nanti Saksi ke rumah sakit dokter” kemudian Saksi menyampaikan 

bahwa pasien CHAIDIR RASYID akan dilakukan pemeriksaan SWAB;

- Bahwa pihak RSUD Kota Makassar telah melakukan pemeriksaan SWAB 

terhadap pasien CHAIDIR RASYID akan tetapi pada saat itu hasil 

SWABnya belum keluar nanti pukul 16.30 Wita baru hasil SWAB pasien 

CHAIDIR RASYID keluar dan dinyatakan positif;

- Bahwa SOP terkait penanganan terhadap pasien yang dinyatakan Covid-

19 yakni pasien dimasukkan Ruang Transisi Covid kemudian dilakukan 

pemeriksaan mulai Labaoratorim, Fotothorax, Rapid Test, Swab jika hasil 

Rapid Test dinyatakan reaktif maka pasien di Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP) selanjutnya petugas admin (perawat) yang bertugas pada saat itu 

melaporkan kepada petugas ruang Covid-19 kemudian yang bertugas di 

ruang Covid-19 melaporkan kepada Dokter yang bertanggung jawab 

yang menangani pasien Covid-19 selanjutnya admin yang bertugas pada 

saat itu melaporkan ke Call Center tim gugus Covid-19 RSUD Kota 

Makassar kemudian tim gugus Covid-19 RSUD Kota Makassar 

melaporkan ke Satgas Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulsel;

- Bahwa pada saat itu Dokter MUSBICHA alias ICHA menghubungi Dokter 

Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Dokter EDWARD melaporkan 

hasil pemeriksaan pasien CHAIDIR RASYID bahwa hasil Lab, 

Fotothorax, dan Rapid Test dinyatakan reaktif selanjutnya Dokter 

EDWAR menginstruksikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID harus ke 

ruangan penanganan Covid-19 akan tetapi keluarga pasien CHAIDIR 

RASYID menolak untuk dirawat di ruang Covid-19 serta pihak kelaurga 

pasien tidak mau menandatangani surat informd consent (surat 

persetujuan tindakan medis), sehingga pasien tetap dirawat di ruang 

transisi Covid-19 sambil menunggu hasil SWAB;

- Bahwa Terdakwa I datang ke RSUD Kota Makassar, pada tanggal 27 

Juni 2020 sekitar jam 12.00 pada saat pasien meninggal dunia berstatus 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kemudian Saksi menyampaikan 

kepada Terdakwa I bahwa pasien yang berstatus PDP harus mengikuti 

Protokol Covid-19 kemudian Terdakwa I mengatakan “mana hasil 

Swabnya, kapan selesai hasil Swabnya “ kemudian Saksi mengatakan 

“paling cepat jam 6 atau jam 7 malam karena info dari BBLK kemudian 

Saksi menyampaikan kepada Dokter MUSBICHA agar tetap melakukan 

pemulasaran jenazah di rumah sakit akan tetapi Terdakwa I tetap 

menolak sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut Direktur RSUD 
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Kota Makassar selanjutnya Dokter MUSBICHA menyampaikan kepada 

Saksi bahwa ada surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh 

Terdakwa I akan tetapi penyampaian Dokter MUSBICHA tersebut nanti 

setelah Jenazah CHAIDIR RASYID dipulangkan yang diambil oleh 

Terdakwa I beserta keluarga almarhum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi isi pernyataan yang dibuar oleh Terdakwa I

yakni pihak keluarga tersebut tidak menerima jika pasien dimakamkan 

secara Protokol Covid-19;

- Bahwa setelah pasien CHAIDIR RASYID yang berstatus Pasien Dalam 

Pengawan (PDP) dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Kota 

Makassar, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 12.00 

bertempat di Ruangan IGD RSUD Kota Makassar adapun satus pasien 

CHAIDIR RASYID  yakni masih tetap berstatus Pasien Dalam Pengawan 

(PDP) dikarenakan belum ada hasil Swab keluar pada waktu itu 

kemudian nanti sekitar jam 15.10 Wita Direktur RSUD Kota Makassar 

memberitahukan kepada Saksi bahwa hasil Swab Pasien CHAIDIR 

RASYID terkonfirmasi positif Covid-19.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persetujuan dan sepengetahuan 

dari pihak RSUD Kota Makassar pada saat keluarga mengambil jenazah 

tersebut akan tetapi penyampaian Dokter MUSBICHA kepada Saksi 

bahwa Ustadz Hadi (Anggota Dewan) tetap bersikeras untuk membawa 

pulang jenazah kemudian Ustadz Hadi (Anggota Dewan) membuat surat 

pernyataan sehingga jenazah CHAIDIR RASYID dipulangkan

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga yang membuat surat 

pernyataan tersebut yakni Terdakwa I;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa keluarga almarhum CHAIDIR 

RASYID dan ANDI HADI IBRAHIM BASO serta ANDI NURRAHMAT 

tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) pada saat berada di sekitaran 

ruangan tersebut;

- Bahwa keluarga pasien tidak mau untuk di naikkan ke ruang IC COVID-

19.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi NUR HIKMA PATMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kejadian membawa atau 

mengambil jenazah yang terjadi di Rumah sakit RSUD Daya Kota 
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Makassar karena pada saat itu Saksi berada di Rumah  sakit RSUD 

Kota Makassar, dan pada saat kejadian Saksi yang jaga di zona merah;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pihak rumah sakit RSUD Daya kota 

Makassar khususnya ruangan IGD memeiliki 3 (tiga) zona:

Zona hijau adalah zona dimana pasien sudah dilakukan tindakan medis 

dan tinggal menunggu ruangan perawatan yang kosong.

Zona kuning adalah dimana tempat pasien baru yang baru mau ditindaki 

oleh dokter tanpa keluhan mengarah ke PDP (pasien dalam 

pengawasan)

Zona Merah adalah rungan dimana pasien telah melewati skrining atau 

tempat pemeriksaan awal dan dinyatakan PDP (pasien dalam 

pengawasan) oleh dokter;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita  

Saksi berada di rumah sakit RSUD kota Makassar karena pada saat itu 

Saksi lagi dinas pagi dari pukul 08.00 wita sampai pukul 14.00 wita 

sehingga Saksi melihat kejadian pengambilan atau membawa jenazah 

yang diduga covid 19;

- Bahwa pada saat pasien masuk ke rumah sakit RSUD Daya kota 

Makassar, diagnose pasien adalah Febris Pro Evaluasi (Demam dalam 

pengawasan) + PDP (Pasien Dalam Pengawasan);

- Bahwa yang melakukan repid tes adalah dinas malam namun Saksi 

menerima operan pasien tersebut hasil repid tesny adalah Re-aktif, Pihak 

rumah sakit langsung melakukan tindakan pemeriksaan Swab, Hasil 

Swab pasien yang bernama Tn CHAIDIR adalah positif;

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah sakit dengan 

memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD kemudian mencari 

direktur rumah sakit namun direktur rumah sakit tidak berada di tempat 

maka Terdakwa I menelpon direktur rumah sakit an Dr. ARDIN dan 

setelah menelfon,  Dr. MUSBICHA keluar menjelaskan bahwa pasien 

boleh dipulangkan dengan ACC pimpinan Rumah Sakit dan Terdakwa I 

mengatakan bahwa Terdakwa I yang bertanggung jawab apabila ada ap-

apa dari pihak  rumah sakit dan Terdakwa I membuat surat pernyataan;

- Bahwa setahu saksi pada saat mengambil atau membawa jenazah yang 

diduga covid 19 tidak melakukan ancaman atau melakukan kekerasan;

- Bahwa yang membawa jenazah pulang ke rumahnya sebanyak + 5 (lima) 

orang dan Terdakwa I membawa sendiri mobil jenazah atau ambulance;
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- Bahwa saksi dapat melihat pada saat dr.ICA memberikan edukasi 

terhadap ANDI HADI IBRAHIM BASO yaitu seorang yang berbaju kokoh 

serta memakai peci putih yang tidak Saksi ketahui namanya yang berdiri 

tepat di samping sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO nsmun Saksi tidak 

mendengar apa yang di sampaikan oleh dr. ICA pada saat memberikan 

edukasi kepada ANDI HADI IBRAHIM BASO di karenakan pada saat itu 

saksi memakai baju HASMAT atau Alat pelindung diri (APD) jadi sulit 

untuk mendengar percakapn orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pasien Alm CHAIDIR RAYSID tidak boleh di 

makamkan secara umum karena pasien tersebut berstatus PDP sesuai 

dengan diagnosa yang telah di lakukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi HALIMAH, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Daya Kota Makassar jabatan saksi adalah 

Kepala Tim Jaga Perawat regu (3) IGD, Bahwa regu (3) yang saksi 

pimpin terdiri dari 3 (Tiga) orang yaitu HIKMAH, SISKA, HASNIAH, 

Bahwa di IGD RSUD Kota Makassar terdiri dari 8 Regu;

- Bahwa pada saat saksi piket hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, ada pasien 

yang di rawat di IGD RSUD Daya Kota Makassar yang bernama 

CHAIDIR RASYID sejak pukul 07.05 Wita;

- Bahwa pasien CHAIDIR RASYID dirawat di IGD RSUD Daya Kota 

Makassar karena mengalami demam, sesak dan tidak sadarkan diri 

sehingga di tempatkan di perawatan sona merah, di IGD RSUD kota 

Makassar terdiri dari tiga ruangan perawatan yaitu sona merah, (yang 

dirawat adalah pasien PDP dan ODP), Sona Kuning (pasien yang tidak 

ada tanda tanda Covid), Sona Hijau (tempat Obserfasi pasien);

- Bahwa pasien CHAIDIR RASYID ditempatkan di ruang zona merah 

karena mengalami demam, sesak dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi piket saksi berada di zona kuning sedangkan perawat yang 

berada di zona merah dimana pasien CHAIDIR RASYID dirawat adalah 

SISKA dan HIKMAH;

- Bahwa tugas saksi adalah menerima laporan keadaan dan tindakan yang 

dilakukan oleh perawat ke pasien, menerima telepon, membuat laporan 

keadaan pasien, menghubungi pemulasaran jenazah apabila ada pasien 

yang meninggal;
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- Bahwa sekira pukul 09.00 wita dr. HASNI menelpon (bertanya ada 

pasiaen yang bernama CHAIDIR RASYID, saksi menjawab ada dok 

kemudian dr HASNI mengatakan bagaimana keadaannya, saksi 

menjawab pasien tidak sadar, selanjutnya dr HASNI mengatakan 

pemeriksaan apa yang sudah dilakukan, kemudian saksi menjawab 

sudah diperiksa darah rutin dan reapid testnya reaktif lalu dr HASNI 

mengatakan iya nanti saksi hubungi lagi) kemudian sekitar pukul 10.00 

wita telepon IGD berbunyi yang menelpon dr HASNI dan mengatakan 

bagaimana keadaan pasian atas nama CHAIDIR RASYID, saksi 

menjawab belum sadar tapi sudah di foto Torax dan sudah diambil swab 

tinggal menunggu hasil swabnya kemudian dr HASNI mengatak jaga baik 

baik itu pasienmu, saksi menjawab iya dok kemudian sekitar pukul 

11.00.wita telpon IGD berbunya yang menelpon adalah pak JUKAS 

(Perawat Covid) yang bersangkuta bertanya ada pasien atas nama 

CHAIDIR RASYID, saksi menjawab ada pak, kemudian pak JUKAS 

bertanya bagaimana keadaan pasien, saksi menjawab pasien tidak sadar 

dan sudah di foto Torax dan menunggu hasil swab kemuadian pak 

JUKAS mengatakan ini ada telponnya direktur RSDU Kota Makassar 

kalau bisa ini pasien jangan di Covidkan kemudai saksi mengatakan ini 

pak hasil reapid testnya reaktif namun pak JUKAS mengatakan itumi 

kemudian dia tutup telpon selanjutnya saksi menyampaikan ke dr jaga 

IGD dr. MUSBICHA bahwa saksi ditelpon oleh pak JUKAS melalui telpon 

IGD bahwa pasien CHAIDIR RASYID kalau bisa jangan di Covidkan 

namun dr. MUSBICHA tidak berkata apa apa;

- Bahwa pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia oleh dr. 

MUSBICHA (dokter jaga) hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 11.58 

wita;

- Bahwa setelah pasien dinyatakan meninggal oleh dokter jaga yang 

menangani saksi menghubungi pemulasaran jenazah;

- Bahwa saksi hanya mengetahui nomor telpon pemulasaran jenazah nanti 

pemulasaran jenazah yang meghubungi tim covid;

- Bahwa saksi tidak melihat tim covid yang ada hanya polisi dan tentara 

sama anggota dewan kemudian almarhum CHAIDIR RASYID dijemput 

oleh keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi AHMADI ARIEF, SKM, MPH, dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi adalah termasuk dalam satuan gugus tugas Covid-19 

Provinsi Sulawesi Selatan dan jabatan Saksi dalam satuan gugus tugas 

covid-19 Prov. Sulsel adalah sebagai Tim Educator yang Bertugas 

memberikan edukasi kepada keluarga jenazah akibat Covid-19 agar 

dapat memutuskan mata rantai penularan dari jenazah kepada keluarga 

dan kontak eratnya dan satuan gugus tersebut terbentuk sejak tanggal 31 

Maret 2020;

- Bahwa RSUD Daya Kec.Bringkanayya kota Makassar sebagai rumah 

Sakit rujukan penyangga yang berperan dalam memberikan dukungan 

bagi Rumah sakit Rujukan Utama terhadap rujukan kasus Covid 19 

dengan lugas:

·Melakukan penalalaksanaan dugaan kasus Covid 19.

·Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan specimen yang 

berkualitas sesuai dengan standar.

·Meningkatkan kapasitas sumber daya yang di perlukan dalam rangka 

penatalaksanaan dugaan kasus covid 19.

·Melakukan pencatalan dan pelaporan.

- Bahwa RSUD Daya Kec Bringkanaya kota Makassar dapat melakukan 

tindakan-tindakan Medis Terhadap pasien ODP, PDP dan terkonfirmasi 

Covid 19 karena RSUD Daya kec Bringkanaya kota Makassar ditunjuk 

sebagai rumah sakit rujukan penyanaga dan dengan ditunjuknya RSUD 

Daya Mks Kota Makassar sebagai RS rujukan penyanga, Maka pihak 

Direktur RSUD Daya Kec Biringkanaya kota Makassar membentuk Tim 

Covid-19;

- Bahwa apabila ditemukan proses penanganan jenazah Pasian Dalam 

Pengawasan (PDP), dan Terkonfirmasi Covid 19 yang tidak dilakukan 

sesuai dengan penanganan Covid-19 maka hal tersebut adalah 

pelanggaran karena sudah tidak sesuai dengan aturan dan pedoman 

yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan;

- Bahwa Pihak RSUD Daya Kec. Bringkanaya kota Makassar melaporkan 

posko tim gugus Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Sabtu 

Tanggal 27 Juni 2020 Sekitar pukul  15.45 wita, namun tim gugus tugas 

Covid-19 Provinsi Sulsel tidak menangani karena pihak rumah sakit telah 

menyerahkan kepada pihak keluarga;

- Bahwa saat itu tim gugus Covid-19 Provinsi SULSEL tidak turun untuk 

menangani jenasah CHAIDIR RASYID karena penjamin telah 
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menginformasikan kepada call center posko covid 19 Provinsi SulSel 

bahwa jenasah sudah berada di pemakaman untuk di makamkan;

- Bahwa berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian 

Coronavirus disease (Covid-19) tentang pencegahan dan pengendalian 

infeksi bagi pasien PDP atau terkonfirmasi Covid 19,  yaitu Menerapkan 

langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam 

pengawasan dan konfirmasi COVID-19, Kewaspadaan Kontak dan 

Droplet;

- Bahwa langkah-langkah pemulasaran jenazah pasien terinfeksi COVID-

19 dilakukan sebagai berikut: 

· Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika 

menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.

· APD harus digunakan petugas sesuai terlampir (lampiran 17) yang 

menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal. 

· Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang 

tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. 

· Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar 

kantong jenazah. 

· Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal 

dunia. 

· Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk 

melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong 

jenazah dengan menggunakan APD. 

· Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang 

penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit 

menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus 

diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular 

meninggal dunia. 

· Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. 

· Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan 

oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.

· Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. 

· Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.

· Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di 

pemulasaraan jenazah.
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Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang 

belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19. 

- Dapat saksi jelaskan bahwa dampak bagi orang lain jika penanganan 

tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah 

terjadinya penularan kepada orang lain dan dampak bagi orang 

terdampak covid jika tidak tertangani sesuai dengan SOP adalah 

kematian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi Dr. MUSBICHA, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada 

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 07.05, Pasien 

Alm. Lk. CHAIDIR  RASYID masuk ke RSUD Daya Makassar  dalam 

kondisi pada saat itu masuk dengan tidak sadar, demam sejak 1 bulan 

yang lalu naik turun, batuk tidak ada, sesak ada, mual ada,muntah ada, 

buang air kecil warna kemerahan satu hari sebelum masuk rumah sakit 

(info dari pihak keluarga), nyeri pada pingggang sejak 2 hari yang lalu, 

selanjutnya pasien di rawat di ruang transisi COVID 19, kemudian pada 

saat Saksi masuk untuk jaga pada pukul 08.00 wita perawat kemudian 

menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pasien PDP yang sedang 

dirawat di ruang transisi Covid dan menyampakan bahwa penanganan 

untuk pasien tersebut agak rumit dikarenakan ada keluarga dari pasien 

Anggota dewan;

- Bahwa Saksi kemudian mengambil dan membaca rekam medik pasien 

tersebut dan setelah itu kami kemudian memeriksa keadaan pasien 

dimana hasil rapid yang telah dilakukan pada saat itu pasien tersebut 

dinyatakan reaktif dan Saksi melapor kepada dokter paru EDWARD 

PANDU,.SpP (K) perihal kondisi pasien dan hasil pemeriksaan darah 

rutin, rapid test dan foto torak yang kemudian dokter EDWARD 

menginstruksikan untuk memasukkan beberapa macam obat kemudian 

rawat infeksi PDP dan dimintakan Cito swab;

- Bahwa Saksi kemudian melaksanakan instruksi tersebut namun pada 

pukul 11.30 wita keadaan umum pasien melemah sesak bertambah 

kemudian Saksi menginstruksikan para perawat yang bertugas diruang 

Covid untuk melakukan Suction dan perkembagan pasien tetap Saksi 

laporkan terus kepada drg.HASNI selaku Duty Manager yang bertugas 

pada saat itu, kemudian pada pukul 11.40 wita saturasi O2 menurun 
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sampai 68 dan pada pukul 11.56 menurun terus sampai 0 dan pada 

pukul 11.58 wita pasien dinyatakan meningggal Dunia (MD);

- Bahwa setelah pasien tersebut dinyatakan Meninggal Dunia (MD) Saksi 

kemudian melaporkan hal tersebut kepada drg. HASNI melalui via telefon 

sehingga pada saat itu drg. HASNI menyampaikan kepada Saksi bahwa 

“Tunggu dulu saya laporkan kepada Direktur dan tetap lakukan edukasi 

terhadap keluarga pasien”. Setelah itu Kepala Jaga Perawat 

menyampaikan kepada Saksi bahwa” Ada telpon dari pak Jukas yang 

menginstruksikan bahwa berdasarkan penyampaian dari Direktur bahwa 

kalau bias pasien atas nama Chaidir Rasyid jangan dikovidkan”. Setelah 

itu Saksi kemudian melakukan edukasi dan pergi menemui Terdakwa I 

untuk melakukan edukasi dikarenakan Terdakwa I ingin mengambil 

paksa pasien untuk dimakamkan secara keluarga bukan melalui protocol 

pemakaman covid 19.;

- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa “

Pak Hadi kenalkan saya dokter Icha, saya dokter yang bertanggung 

jawab terhadap pelayanan hari ini, ini keluarga bapak meinggal dengan 

status PDP dan kami akan memakamkan secara protocol Covid dan 

dijawab oleh Terdakwa I bahwa “Insyaallah swabnya negatif dokter” 

kemudian Saksi kembali menyampaikan bahwa  “Belum tenu pak” dan 

dijawab lagi dengan mengatakan “Insyaallah swabnya negatif dokter, 

saya yakin itu” kemudian Saksi menyampaikan “ Bagaimana kalau kita 

tungu hasil swabnya dulu karena sudah diusahakan oleh pimpinan untuk 

segera diupayakan keluar hasilnya” dan dijawab oleh Terdakwa I “Tidak 

perlu tunggu hasil nanti saya yang akan memandikan dan menyolati 

jenazah ini karena saya tahu protocol memandikan jenazah, saya sering 

memandkan di ruang ICC dan sudah ada koordinasi dengan pimpinan 

mengenai hal ini” kemudian Saksi kembali menyampaikan “Tetap tidak 

bias pak” dan dijawab lagi oleh Terdakwa I “Sudah biar saya yang 

bertanggungjawab”;

- Bahwa Saksi laporkan kepada drg.HASNI Setelah kami berdebat dan 

tidak ada kesepakatan akhirnya keluarga pasien langsung mengangkat 

pasien masuk ke dalam ambulans secara paksa dan sehingga pada saat 

itu Saksi didekati oleh seorang polisi dan tentara yang menyarankan 

untuk membuatkan pernyataan bahwa Terdakwa I bertanggung jawab 

atas pasien tersebut, Setelah itu Saksi kemudian menuliskan isi dari surat 
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penyataan dan menyuruh Terdakwa I untuk mengisi data diri dan 

bertanda tangan di dalam surat penyataan tersebut.;

- Bahwa setelah Terdakwa I menandatangi surat pernyataan yang telah 

dibuat dirinya bersama dengan keluarga pasien kemudian membawa 

pasien pergi ke rumah duka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA:

- Terdakwa adalah Anggota DPRD Kota Makassar selaku Wakil Ketua 

Komisi B dengan Tugas Bagian Ekonomi dan Keuangan dan  juga 

sebagai Tim kordinator Pemusaran Jenasah Covid 19;

- Bahwa Terdakwa yang membawa pasien CHAIDIR RASYID ke RS. 

Daya bersama dengan beberapa Jamaah Mesjid Multazam Taman 

Sudiang Indah yang seingat terdakwa diantaranya Sdr.SUPRAYITNO, 

Sdr. SYAHRIL;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa pasien atas 

nama CHAIDIR RASYID mengalami gejala Covid 19 karena pada saat 

membawa pasien yang terdakwa ketahui dari dokter yang merawat 

pasien CHAIDIR RASYID di rumahnya yaitu dr.KAHAR yang biasanya di 

panggil Dg.Rewa, mengalami sakit typus dengan  menggunakan salah 

satu mobil Jamaah dan Terdakwa  mengantar sampai RS. Daya;

- Bahwa pasien atas nama CHAIDIR RASYID Terdakwa kenal karena 

merupakan guru terdakwaI pada saat Terdakwa bersekolah di SMA 6 

Makassar dan merupakan Jamaah masjid Multasam di rumah terdakwa I 

di perumahan Taman Sudiang Indah;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Sekitar Pukul 06.30 wita 

terdakwa membawa pasien atas nama CHAIDIR RASYID dari 

kediamannya di Perumahan Taman Sudiang Indah Kota Makassar dan 

saat tiba di RS. Daya pasien CHAIDIR RASYID langsung di masukkan di 

bagian IGD namun belum ada Hasil yang di sampaikan oleh pihak medis 

pada saat itu;

- Bahwa sebelum membawa pasien atas nama CHAIDIR RASYID ke 

RS.DAYA Kota Makassar terdakwa sempat menghubungi menghubungi 

Direktur RS. Daya ( Pr. Dr. Ardian ) dan Sdr.JUKAS lewat pesan 

WhatsApp menyampaikan bahwa ada pasien CHAIDIR RASYID yang 

merupakan guru terdakwa, agar di perhatikan, dan  dan dijawab oleh 
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Direktur RS.Daya Pr.dr.ARDIAN dan Sdr.JUKAS Siap akan 

memperhatikan pasien CHAIDIR RASYID;

- Bahwa Dokter yang menanganai Pasien tidak pernah menghubungi 

terdakwa dan menjelaskan bahwa pasien hasil rapid tes Reaktif dan 

terdapat gejala Covid 19, namun yang menghubungi terdakwa pada saat 

itu adalah Ibu Direktur via telpon WA yang menyampaikan bahwa pasien 

CHAIDIR RASYID, telah meninggal dunia  dan tidak menyampaikan 

bahwa pasien akan dilakukan Pemusaran jenasah secara covid 19;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa pasien CHAIDIR RASYID 

telah meninggal dunia terdakwa menuju ke RS. Daya dan pada saat itu 

terdakwa bertemu dengan dr. MUSBIKAH, dan terdakwa menyampaikan 

bahwa terdakwa ijin mengambil Jenasah pasien CHAIDIR RASYID, 

kemudian datang petugas keamanan dari TNI dan Polri untuk 

berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit kemudian terdakwa masuk ke 

dalam ruang IGD Rumah Sakit Daya untuk melihat Jenasah Alm. 

CHAIDIR RASYID tidak lama kemudian terdakwa kembali berkomunikasi 

dengan pihak rumah sakit dan aparat keamanan dan pada saat 

berkomunikasi, jenasah Alm. CHAIDIR RASYID diangkat oleh 3(tiga) 

orang yaitu oleh supir Ambulance, Sdr.ANDI NUR RAHMAT dan salah 

satu jamaah masjid Multasam yang biasa terdakwa panggil ONCOM 

untuk dimasukkan ke dalam mobil Ambulance;

- Bahwa pada saat Jenasah CHAIDIR RASYID naik ke ambulance pihak 

rumah sakit  menyerahkan surat pernyataan yang surat pernyataan 

tersebut Terdakwa baca selanjutnya terdakwa tanda tangani ( Surat 

Pernyataan terlampir ) dan setelah terdakwa tanda tangani surat 

pernyataan itu mobil ambulance yang di mana di atas mobil ambulance 

tersebut ada jenasah CHAIDIR RASYID beserta istri dan anak Almarhum 

yang mendampingi pergi meninggalkan rumah Sakit Daya Kota Makassar 

dan langsung menuju kediaman Alm. CHAIDIR RASYID;

- Bahwa sesuai dengan Standar Pasien Covid 19 berstatus PDP wajib 

dilakukan pemusaran jenasah prosedur Covid 19 di ruangan isolasi 

Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa meminta kepada pihak RS. daya agar menyerahkan 

mayat tersebut ke pihak keluarga untuk di makamkan tidak standar covid 

19 dengen beberapa pertimbangan:

a. Amanah Almarhum kepada istrinya dan istrinya sampaikan kepada 

terdakwa bahwa tidak mau di bawa ke RS untuk di lakukan 



Putusan Pengadilan

penanganan medis karena khawatir almarhum akan berstatus atau 

di vonis Covid19. 

b. Almarhum harus cepat ditangani Pemusarannya. 

c. Pada saat Almarhum Meninggal dunia tidak adanya penanganan 

secara prosedur covid 19 oleh RS.DAYA Kota Makassar karena 

pada saat Pasien CHAIDIR RASYID telah dinyatakan meninggal 

dunia masih di tempatkan di ruang IGD yang pada saat itu ada juga 

pasien lain yang berada di samping jenasah Alm. CHAIDIR RASYID 

yang menurut sepengetahuan terdakwa apabila ada pasien 

berstatus PDP atau terkonfimasi Covid 19 di tempatkan di ruangan 

khusus pasien PDP atau terkonfirmasi Covid 19 yang berada di 

lantai 4 (empat) RS.Daya Kota Makassar. 

d. Karena tidak adanya ketegasan dari pihak rumah sakit untuk 

melarang pada saat keluarga Almarhum dan Jamaah masjid 

Multasam meminta ijin untuk memulangkan jenasah Alm. CHAIDIR 

RASYID.

- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan kepada pihak RS.Daya tentang 

penanganan Alm. CHAIDIR RASYID pada saat meninggal dunia yang 

berstatus PDP namun masih di tempatkan di ruang IGD yang 

sepengetahuan Terdakwa apabila pasien berstatus PDP atau 

terkonfirmasi Covid 19 di tempatkan di ruang Khusus Pasien yang berasa 

di lantai 4 (empat) RS.Daya Kota Makassar.

- Bahwa tidak ada tindakan Terdakwa untuk memaksa karena pada saat 

itu juga ada petugas keamanan dari pihak TNI dan Polri dan Terdakwa 

tidak pernah mengatakan akan menjamin dan akan bertanggung jawab 

apabila terjadi permasalahan di kemudian hari dan terdakwa juga tidak 

pernah memperkenalkan diri terdakwa sebagai anggota DPRD Kota 

Makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan mobil 

Ambulance dan yang di lokasi tersebut adalah Istri Almarhum, seorang 

perempuan yang merupakan kakak Ipar Alm. CHAIDIR RASYID anak 

perempuan Almarhum dan dua orang Jamaah Masjid Multazam yaitu 

ANDI NUR RAHMAT dan ONCOM alamat Taman Sudiang serta supir 

Ambulance yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa yang hadir Shalat Jenasah adalah pihak keluarga, Jamaah masjid 

Multasam Taman Sudiang Indah, siswa SMA.Neg 6 Makassar, dan 
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Terdakwa juga hadir melakukan shalat jenasah, Alamarhum di 

Makamkan di Pekuburan Sudiang.

- Bahwa Terdakwa sempat menerima WA yang isinya Susahmi di Bendung 

Bu Dirut adalah bahwa informasi dari Direktur RS.Daya Kota Makassar 

bahwa ada pihak Tim Satgas Covid akan mengambil Jenasah di mesjid 

namun terdakwa menyampaikan Via WA bahwa ”susahmi di bendung 

sebab Jenasah sudah ada di tengah tengah masyarakat dalam mesjid 

yang sudah di shalatkan di mesjid Multasam dekat dari rumah Alm. 

CHAIDIR RASYID dan akan segera di bawa untuk di makamkan”, dan 

juga Terdakwa telah komunikasi dengan Tim Satgas covid bahwa rawan 

untuk di ambil mayat tersebut sebab sudah di tengah masyarakat dalam 

mesjid dan akan segera di bawa untuk di makamkan;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil pemeriksaan SWAB terhadap 

pasien CHAIDIR RASYID  positif pada saat terdakwa di telpon oleh Dirut 

RS.DAYA Kota Makassar pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekitar 

pukul 16.15 wita.

- Dapat terdakwa jelaskan pada saat menerima informasi tersebut 

terdakwa merasa panik namun  terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa 

karena pada saat itu Jenasah Alm. CHAIDIR RASYID  sementara di 

shalatkan dan pada saat itu situasi mesjid sudah banyak warga yang 

menshalatkan jenasah dan siap dibawa untuk di makamkan 

- Bahwa Tidak ada surat yang dikeluarkan Pihak RS. Daya untuk 

pengambilan Jenasah tersebut namun Terdakwa ada mengisi dan 

memandatangani  Surat pernyataan mewakili keluarga untuk tidak di 

Makamkan secara Protolok Covid -19;

Terdakwa II ANDI NURRAHMAT:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan 

membenarkan keterangan yang diberikan saat itu.

- Bahwa ALM. CHAIDIR RASYID meninggal pada hari Sabtu tanggal 27 

Juni 2020 sekitar pukul 12.20 wita di RS. Daya Makassar;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. ALM CHAIDIR RASYID meninggal 

pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 12.20 wita di 

RS. Daya Makassar  karena pada saat Sdr. ALM CHAIDIR RASYID 

meninggal Tersangka berada di RS Daya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 

wita terdakwa melihat informasi di group WA penghuni kompleks bahwa 

Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dibawa kerumah sakit kemudian sekitar 
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pukul 11.00 wita terdakwa menuju ke RS. Daya untuk membesuknya dan 

setibanya terdakwa di RS.Dayaterdakwa masuk kedalam IGD untuk 

melihat almarhum (namun terdakwa tidak sempat berbicara dengan 

almarhum) dan tidak lama kemudian pihak dokter menyatakan bahwa 

Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat terdakwa berangkat ke RS. Daya, terdakwa hanya 

seorang diri;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dokter yang sempat datang kerumah 

Sdr. ALM CHAIDIR RASYID beberapa hari sebelum Sdr. ALM CHAIDIR 

RASYID dibawa kerumah sakit menyampaikan bahwa Sdr. ALM 

CHAIDIR RASYID menderita penyakit Tifus;

- Bahwa setelah Sdr. ALM CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal, 

terdakwa keluar dari IGD dan menunggu didepan IGD dengan jarak 

kurang lebih lima meter dari IGD, tidak lama kemudian sekitar 30 menit 

datanglah Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO dan menemui dokter dan 

berbicara setelah itu terdakwa mendengar salah satu dokter mengatakan 

“ ADAJI AMBULANCE TA “ lalu ada salah seorang keluarga almarhum 

yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ cari Mq Ambulance” lalu 

terdakwa pun berusaha menghubungi teman terdakwa yang mempunyai 

usaha jasa ambulance yang bernama H. AZIS dan tidak lama kemudian 

ambulance nya datang kerumah sakit dan setibanya dirumah sakit 

ambulance tersebut masih parkir di parkiran RS. Daya dan kurang lebih 

30 menit kemudian terdakwa menghubungi kembali sopir ambulance 

tersebut via telepon dan menyuruhnya untuk memarkir mobilnya didepan 

IGD setelah itu beberapa saat kemudian atas instruksi dokter/perawat 

yang berbicara dengan Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO  Tersangka 

masuk kedalam ruang IGD dan mengangkat jenazah naik ke ambulance 

kemudian setelah jenazah diatas ambulance terdakwa pun meninggalkan 

rumah sakit dan menuju ke rumah duka untuk menyampaikan kepada 

orang-orang yang berada dirumah duka bahwa jenazah almarhum sudah 

menuju ke rumah duka lalu setelah itu terdakwa menuju mesjid 

MULTAZAM untuk melaksanakan shalat dhuhur setelah itu terdakwa 

kembali dirumah duka dan jenazah almarhum sudah berada dirumah 

duka tidak lama kemudian setelah shalat ashar jenazah almarhum 

disholatkan di Mesjid MULTAZAM dan dibawa ke pemakaman di 

Sudiang;
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- Bahwa yang mengangkat jenazah almarhum pada saat itu adalah 

terdakwa, Sdr KANSUL dan sopir ambulance yang terdakwa tidak 

ketahui namanya dengan menggunakan tandu ambulance;

- Bahwa setelah pihak rumah sakit mengijinkan untuk mengangkat 

jenazah, terdakwa pun langsung berinisiatif untuk masuk mengangkat 

jenazah karena terdakwa melihat tidak ada laki-laki dari pihak keluarga 

almarhum yang bisa mengangkat jenazah

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sebelum meninggal ALM 

CHAIDIR RASYID telah dilakukan rapid test terhadap almarhum dan 

hasilnya rekatif sehingga ALM meninggal dengan status PDP.

- Bahwa terdakwa tidak pernah disampaikan oleh Sdr. ANDI HADI 

IBRAHIM BASO jika telah dilakukan rapid test terhadap almarhum dan 

hasilnya reaktif sehingga Almarhum meninggal dengan status PDP;

- Bahwa segala tindakan yang terdakwa lakukan di Rumah sakit pada saat 

itu terdakwa lakukan setelah adanya izin dari pihak rumah sakit dan hal 

itu setelah Sdr. ANDI HADI IBRAHIM BASO berbicara dengan pihak 

rumah sakit;

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak pernah melihat atau 

mendengar pihak dokter di IGD telah melakukan edukasi atau 

memberikan penjelasan kepada Sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO tentang 

status pasien ALM CHAIDIR RASYID yang telah dilakukan rapid test dan 

hasilnya reactif sehingga pasien di PDP kan (pasien dalam pengawasan);

- Bahwa terdakwa melihat pihak dokter IGD berbicara dengan Sdr ANDI 

HADI IBRAHIM BASO selama kurang lebih 30 menit;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh pihak 

dokter IGD dan Sdr ANDI HADI IBRAHIM BASO pada saat itu;

- Bahwa jarak terdakwa pada saat pihak dokter IGD dan Sdr. ANDI HADI 

IBRAHIM BASO  pada saat keduanya berbicara adalah sekitar 7 (tujuh) 

meter;

- Bahwa terkait perbuatan terdakwa yang menghubungi ambulance adalah 

terdakwa lakukan setelah pihak keluarga meminta untuk dicarikan 

ambulance;

Menimbang, bahwa  dari keterangan saksi-saksi, keterangan para 

terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh 

fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Terdakwa I bersama jemaah masjid membawa korban CHAIDIR 

RASYID yang dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri ke RS Daya 

Makassar pada pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 06.30 Wita 

untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa pada pukul 07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang 

IGD RS Daya Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait 

penanganan Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien 

CHAIDIR RASYID diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan 

Laboratorium, Fotothorax  dan  Rapid Tes, kemudian  hasil Rapid Test 

menurut Dr. MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien 

yaitu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya terhadap pasien 

CHAIDIR RASYID dilakukan pemeriksaan Swab Test;

- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, 

pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia kemudian pihak 

Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I 

bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran 

dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien 

CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa;

- Bahwa Terdakwa I menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I 

belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan 

terkonfirmasi Positif Covid-19,;

- Bahwa dr. ARDIN SANI, M.Kes selaku Dirut RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH  DAYA Kota Makassar melakukan upaya pendekatan persuasif 

dan edukasi kepada Terdakwa I melalui media handphone dengan 

memberikan penjelasan. Akan tetapi Terdakwa I menolak proses 

pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 terhadap pasien CHAIDIR 

RASYID dengan alasan hal tersebut telah melanggar syariat islam dan 

Terdakwa I tetap akan membawa jenazah pulang;

- Bahwa dr. MUSBICHA selaku dokter jaga IGD pada hari itu di Rumah Sakit 

Uum Daerah DAYA Kota Makassar meminta kepada Terdakwa I untuk 

menunggu hasil Swab Test terlebih dahulu karena telah diupayakan untuk 

segera di keluarkan hasilnya dan Terdakwa I menolak permintaan dr. 

MUSBICHA dan tetap akan membawa pulang jenazah, memandikan 

jenazah dan melakukan sholat jenazah serta memakamkan jenazah tanpa 

Protokol Pemakaman Covid-19;
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- Bahwa oleh karena Terdakwa I tetap bersikeras untuk membawa pulang 

jenazah CHAIDIR RASYID dan membuat surat pernyataan dan ditanda 

tangani oleh Terdakwa I yang secara garis besar menerangkan bahwa 

jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh 

karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-

19 dan Terdakwa I yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR 

RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I membawa jenazah 

CHADIRI RASYID;

- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa 

pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam 

pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa 

jenazah CHADIRI RASYID pulang kerumah duka. Terdakwa II melakukan 

komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance 

atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta 

kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah 

CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan 

akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan 

Perintis Kemerdekaan;

- Bahwa pada saat ambulance tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung bertemu 

dengan terdakwa II ANDI NURRAHMAT, setelah itu terdakwa II ANDI 

NURRAHMAT menyuruh supir ambulance atas nama M. HASAN untuk 

menunggu di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, 

sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II ANDI NURRAHMAT datang dan 

menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa 

jenazah CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, 

selanjutnya melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah 

Daya Kota Makassar terdakwa II ANDI NURRAHMAT membantu terdakwa I 

ANDI HADI IBRAHIM BASO membawa jenazah CHAIDIR RASYID kerumah 

duka dengan menggunakan ambulance;

- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 

mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil 

terkonfirmasi Positif Covid-19;

- Bahwa selanjutnya dr. ARDIN SANI, M.Kes langsung menghubungi Duty 

Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar drg. HASNI, 
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M.A.R.S via telepon untuk segera melapor kembali ke Satgas Gugus Covid-

19 Provinsi Sulsel terkait kejadian tersebut, dan Direktur Rumah Sakit 

Umum Daerah Daya Kota Makassar dr. ARDIN SANI, M.Kes juga 

menghubungi Terdakwa I via telepon dan menyampaikan bahwa pasien 

CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positi Covid-19 dan meminta agar jenazah 

CHAIDIR RASYID agar segera dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar untuk dilakukan pemakaman sesuai Protokol 

Penanganan Covid-19, akan tetapi terdakwa I beralasan bahwa jenazah 

CHAIDIR RASYID sudah berada dimasjid untuk segera dilakukan sholat 

jenazah. 

- Bahwa Duty Manager Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar 

drg. HASNI, M.A.R.S juga menghubungi terdakwa I via telepon namun 

terdakwa I tetap menolak untuk melaksanakan Protokol Pemakaman 

Covid-19 dan tetap memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan 

Sudiang Kota Makassar bukan dimakamkan di Pemakaman untuk jenazah 

Covid-19  di Macanda Kab. Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa beserta pihak keluarga jenazah 

CHAIDIR RASYID yang masuk  ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar dan mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID dimana 

tindakannya tersebut telah menyalahi ketentuan Kekarantinaan Kesehatan 

dengan memaksa masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Daya 

Kota Makassar, untuk mengambil jenazah almarhum CHAIDIR RASYID 

yang telah dinyatakan positif Sars Cov.2 (Covid-19) berdasarkan hasil dari 

Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, sehingga dalam 

penanganan pasien almarhum CHAIDIR RASYID harus dimakamkan 

secara prosedur Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan 

fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa dapat 

dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 56 ke 1, 2 KUHP;

atau 

Kedua Pasal 212 ayat (1) jo Pasal 56 ke 1, 2 KUHP;

atau 
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Ketiga Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke -1 atau 

ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan 

dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan 

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk 

mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, di mana Para Terdakwa dalam 

dakwaan alternatif ketiga telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan pasal 93 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. pasal 56 

ke -1 atau ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau 

menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat; 

3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada 

waktu kejahatan dilakukan”

Ad.1  Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek 

hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum 

kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini 

Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang laki laki yang bernama 

ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA dan ANDI NURRAHMAT yang telah 

membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang 

dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian 

selama pemeriksaan di persidangan  para terdakwa menunjukkan sikap dan 

ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya 

sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung 

jawab secara hukum atas perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur 

ke satu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan 

kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan maka fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam 

unsur ini adalah:
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- Bahwa Terdakwa I bersama jemaah masjid membawa korban CHAIDIR 

RASYID yang dalam keadaan sakit dan tidak sadarkan diri ke RS Daya 

Makassar pada pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 06.30 Wita 

untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut kemudian pada pukul 

07.05 Wita pasien CHAIDIR RASYID masuk ke Ruang IGD RS Daya 

Makassar melalui dokter jaga tetap melakukan SOP terkait penanganan 

Covid-19 terhadap pasien dengan memasukkan pasien CHAIDIR RASYID 

diruang Transisi Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium, 

Fotothorax  dan  Rapid Tes, dan ternyata hasil Rapid Test menurut Dr. 

MUSBICHA pasien dinyatakan Reaktif maka status Pasien yaitu Pasien 

Dalam Pengawasan (PDP) selanjutnya terhadap pasien CHAIDIR RASYID 

dilakukan pemeriksaan Swab Test;

- Bahwa sementara menunggu hasil Swab Test sekitar pukul 11.58 Wita, 

pasien CHAIDIR RASYID dinyatakan meninggal dunia kemudian pihak 

Rumah Sakit Daya Kota Makassar menyampaikan kepada Terdakwa I 

bahwa pasien CHAIDIR RASYID telah terdiagnosa Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) dan meninggal dalam keadaan Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) oleh karena itu harus dilakukan proses pemulasaran 

dan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19 dan Pasien 

CHAIDIR RASYID akan dikuburkan di Macanda Gowa;

- Bahwa Terdakwa I menolak aturan tersebut karena menurut Terdakwa I 

belum menerima hasil Swab Test oleh karena itu belum dapat dikatakan 

terkonfirmasi Positif Covid-19 dan Terdakwa I tetap bersikeras untuk 

membawa pulang jenazah CHAIDIR RASYID dan Terdakwa I menanda 

tangani surat pernyataan yang secara garis besar menerangkan bahwa 

jenazah CHAIDIR RASYID meninggal dengan status Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP) dan belum ada hasil Swab Test yang keluar oleh 

karena itu menolak untuk dilaksanakan Protokol pemakaman secara Covid-

19 dan Terdakwa I  yang akan bertanggung jawab atas pasien CHADIR 

RASYID, selanjutnya pada pukul 12.55 Wita Terdakwa I  membawa jenazah 

CHADIRI RASYID;

- Bahwa dalam proses pengambilan jenazah CHADIRI RASYID untuk dibawa 

pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam 

pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa 

jenazah CHADIRI RASYID  pulang kerumah duka. Terdakwa II melakukan 

komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Supir ambulance 

atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan meminta 
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kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput jenazah 

CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan 

akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan 

Perintis Kemerdekaan;

- Bahwa pada pukul 15.31 Wita dr. ASWAN dari Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan (BBLK) dan dr. NURUL dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 

mengeluarkan hasil Swab Test pasien CHAIDIR RASYID dengan hasil  

terkonfirmasi Positif Covid-19, selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar menghubungi Terdakwa I via telepon dan 

menyampaikan bahwa pasien CHAIDIR RASYID terkonfirmasi Positi Covid-

19 dan meminta agar jenazah CHAIDIR RASYID agar segera dibawa 

kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar untuk 

dilakukan pemakaman sesuai Protokol Penanganan Covid-19, akan tetapi 

terdakwa I  beralasan bahwa jenazah CHAIDIR RASYID sudah berada 

dimasjid untuk segera dilakukan sholat jenazah dan Terdakwa I dan tetap 

memakamkan Jenazah CHAIDIR RASYID di Pekuburan Sudiang Kota 

Makassar bukan dimakamkan di Pemakaman untuk jenazah Covid-19  di 

Macanda Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka 

perbuatan para terdakwa beserta pihak keluarga almarhum CHAIDIR RASYID 

yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar dan 

mengambil paksa jenazah CHAIDIR RASYID telah dapat dikategorikan tidak 

mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai protokol 

kesehatan covid-19 sehingga menimbulkan resiko kesehatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke 

dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Sarana, atau 

Keterangan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan bahwa dalam proses pengambilan jenazah Alm. CHADIRI RASYID 

untuk dibawa pulang kerumah duka Terdakwa II membantu Terdakwa I dalam 

pengurusan penyediaan ambulance yang akan digunakan untuk membawa 

jenazah alm. CHAIDIR RASYID pulang kerumah duka. Dalam hal ini Terdakwa 

II melakukan komunikasi melalui sarana komunikasi/telepon dengan Sopir 

ambulance atas nama M.HASAN dari CV. AMBULANCE DAYA dengan 

meminta kepada Supir ambulance atas nama M.HASAN untuk menjemput 
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jenazah CHAIDIR RASYID di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar 

dan akan diantar ke rumah duka di depan Kantor Perusahaan Coca-Cola Jalan 

Perintis Kemerdekaan. Bahwa pada saat Ambulance tiba di Rumah Sakit Umum 

Daerah Daya Kota Makassar, supir ambulance atas nama M. HASAN langsung 

bertemu dengan terdakwa II setelah itu terdakwa II menyuruh supir ambulance 

atas nama M. HASAN untuk menunggu di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah 

Daya Kota Makassar, sekitar 1 (satu) jam lamanya terdakwa II datang dan 

menyampaikan kepada supir ambulance atas nama M. HASAN bahwa jenazah 

CHAIDIR RASYID sudah bisa diambil dan diantar kerumah duka, selanjutnya 

melalui pintu depan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota 

Makassar selanjutnya Terdakwa II membantu terdakwa I untuk membawa 

jenazah CHAIDIR RASYID kerumah duka dengan menggunakan ambulance; 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke 

tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang 

didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka terhadap 

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan 

alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, 

maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal 

dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu semata mata bukanlah suatu 

balas dendam atau duka nestapa bagi diri Terdakwa akan tetapi yang lebih 

penting adalah adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi diri Terdakwa itu 

sendiri maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi diri 

Terdakwa nanti lebih bersifat edukatif atau merupakan pembelajaran bagi 

Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Terdakwa agar timbul 

kesadaran dan tekad serta prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam 

bertindak di kemudian hari;
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis 

sependapat dengan penuntut umum yang mana status barang bukti tersebut  

sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para 

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menularkan covid 19 yang dapat 

membahayakan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

Mengingat Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. 

Pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta 

ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

D. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS., MA telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Kekarantinaan Kesehatan” dan menyatakan Terdakwa II ANDI 

NURRAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Membantu Kejahatan Kekarantinaan Kesehatan” 

sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan   pidana penjara selama 4 

(empat) bulan;

3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian 

hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa 

percobaaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan 

tindak pidana;

4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen rekam medik atas nama CHAIDIR RASYID

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil Pemeriksaan Swab pasien an. 

CHAIDIR RASYID 
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- Surat Pernyataan yang bertanda tangan An. ANDI HADI IBRAHIM 

BASO.

- BUAH Flashdisk yang berisi rekaman CCTV di RSUD Daya Kota 

Makassar

- ”Masing-masing terlampir dalam berkas perkara”

- 1 (satu) Unit mobil ambulance warna primer, Nom Pol : DD 

ISUZU/NKKR55 CO E2-1 Jenis/Model : MB Bus Microbus Tahun 

pembuatan /Isi Silinder 2015 / 2271 cc, No Rangka : 

MHCNKR55EFJ061945, No. Mesin M061945 atas nama  STNK : FITRI  

AMALIA beserta kunci mobilnya, 

- “Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu H. YASHIMURAH 

ABD. AZIS, Lc.”

- 1 (satu) buah rompi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,

- 1 (satu) buah topi milik ANDI HADI IBRAHIM BASO,

“Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ANDI HADI 

IBRAHIM BASO” ;

5. Membebani  Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing 

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
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